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ABSTRAK 

 

JIHAN AZIZAH. NPM.19810786. 2023.ANALISIS SISTEM PERADILAN PIDANA 

TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI PETUNJUK DIMUKA 

PENGADILAN. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad 

Al-Banjari. Pembimbing I Fathan Ansori, S.H., M.H. Pembimbing II Dadin Eka Saputra, 

S.H., M.Hum. 

 

Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian, Alat Bukti Petunjuk, Dimuka Pengadilan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap alat bukti 

petunjuk Berdasarkan sistem peradilan pidana dan untuk mengetahui kekuatan hukum alat 

bukti petunjuk terhadap pembuktian oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Jenis penelitian 

dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa 

penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi 

kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum 

yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan Ketentuan hukum alat bukti petunjuk 

diatur dalam pasal Pasal 188 KUHAP.  Berdasarkan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP, mempunyai 

pengertian bahwa alat bukti petunjuk tidak diperoleh kepastian mutlak. Kata “persesuiaian” 

dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP, merupakan kekuatan utama petunjuk sebagai alat bukti, 

karena kesesuaian tersebut atau keadaan maka hakim menjadi yakin akan perbuatan yang 

dilakukan terdakwa. Adapun cara memperoleh alat bukti petunjuk, berdasarkan Pasal 188 

Ayat (2) KUHAP membatasi kewenangan hakim dalam memperoleh alat bukti petunjuk, 

bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. 

Sumber inilah yang secara limitatif dapat dipergunakan untuk mengkonstruksi alat bukti 

petunjuk. Salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara pidana adalah alat bukti petunjuk. 

Termuat dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP.. Dalam menggunakan alat bukti petunjuk hakim 

harus bersikap secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan 

saksama berdasarkan hati nuraninya. Alat bukti petunjuk digunakan dalam tindak pidana 

pembunuhan untuk menguatkan keyakinan hakim dari alat bukti keterangan saksi, surat dan 

keterangan terdakwa karena dalam tindak pidana pembunuhan pada umumnya keterangan 

saksi kurang menguatkan dapat dipidananya seseorang. Penilaian atas kekuatan pembuktian 

dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi 

bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan 

berdasarkan hati nuraninya.  
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